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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memerkss  dan  mengadili
perkara ceral Qugat pada tingkat perama dalam persidangan Makim Majelis
telah menjatuhkan putusan antara |

umur 20 tahun, sgama lslam, pendidikan SMA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal
di Jalan M. Horman RT.001 RW. 006 Desa Belanta
Raya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagal "Penggugat’,
melawan
umur 22 tahun, agama Islam, pendidiken , pekeraan
Petani, tWempat tinggal Jalan PLN RT 013 RW. 003
Kelurahan Sungal Piring Kecamatan Batang Tuaka
Kabupaten Indragin Hilir, sebagal " Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut |

Telah membaca dan mampelajan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat

dan saksi-saksl di persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
28 Agustus 2017 yang telah terdaftac di Kepaniteraan Pangadilan Agama
Tembilahan Nomat 0807/PdG/2017/PA Tbh, tanggal 28 Agustus 2017
mengemukakan hal-hal sebaga beokut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah susmi-stri sah, maenikah
pada tanggal 19 Mei 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Kabupaten Indragin Ml
Propinst Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 16819NV2015,
tertanggal 19 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
tersebut:
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di Belantarays di rumah orang tua Panggugat selama 2 bulan kemudian
pindah ke Sungal Pirng di rumah nenek Tergugat selama 1 bulan
kemudian ballk lagi ke Belantarays tinggal di rumah orang tua
Penggugat sampai akhimya berpisah dan selama menjalani masa-masa
parnikahan tersebut Penggugat dan Targugat dikarunial 1 (satu) anak

kandung yang bemama umur 1 tahun
setengah, jenis kelamin lakilaki dan sekarang anak lersebut dalam
asuhan keluarga Panggugat:

3. Bahwa sejak awal pemikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tergadi
parselisiban  dikarenakan tdak mempunysl pekenaan yang tetap
sehingga sulit untuk meberi nafkah terhadap Penggugat,

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat teradi pada bulan Agustus 2015 dikarenakan persoalan
wkonomi keluarga disaat Penggugat hamil tiga bulan Tergugat perg
meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat sampal saat ini sudah
2 tahun lamanya Tergugat pergl meninggalkan Penggugat tanpa
member nafikah lahir dan batin;

5 Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamalkan

Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil  dikarenakan
keinginan yang kuat dan Penggugat untuk berpisah,

6 Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sult untuk
dipertahankan sehingga terwujudnya rumah tangga yang sakinah
mawaddah warahmah makanya lebih balk diputus dengan percersian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara inl sesual dengan
ketentuan yang berlaku;

Bardasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Ca  Majelis Hakim yang telah

ditetapkan, agar segers memenksa dan mengadili perkara ini, selanjutnys

menjstubkan putusan sebagal benkut

PRIMAIR
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menatubkan talak satu ba'in shughro Tergugat
terhadap Penggugat

3 Memerdintahkan Pantera  Pengaditan  Agama  Tembilahan  untuk
mencatatkan putusan tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk
itu dan menerbitian akta cerainys,

4 Membebankan Diaya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim barpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya;

Menimbang. bahwa pada harl persidangan yang telah ditetapkan,
Panggugat hadic sendic di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kussanya, meskipun
menurut relaas panggilan Nomor 0607/Pdt G/2017/PATbh tanggal 04
September 2017 dan tanggel 14 September 2017 Tergugat telah dipanggil
secarn resmi dan patul, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanps alasan
yang sah.

Menimbang, bahwa Magelis Hakim telah berusaha mendamakan
dengan cars menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembal
dengan Tergugat sebagal suami ister, namun tidak berhasi,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tdak hadic di persidangan,
maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Paraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R Bg tidak dapat
dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tdak dapat didengar di
parsidangan;

Menimbang, bahwa pemerksann parkara int dilanjutkan - dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Panggugat;

Meénimbang, bahwa untuk memperkual dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : 168/10//2018, yang astinya dikeluarkan oleb Kantor Urusan Agama
Kecamatan Geung Kabupaten Indragin Milir Propinsi Riau, tanggal 16 Mei
2015, lalu Majelis memerikss bukti surat tersebut den mencocokkan dengan
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aslinya ternyats cocok serta telah bermeteral cukup oleh Ketua Majelis diben
tanda P .
Menimbang, bahwa disamping bukti  surat, Panggugat  juga
mengajukan bukti 1 (saty) orang saksi yaitu Aan bin Rafil, umur 31 tahun,
agama isiam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan M Homan RT 001 RW.008 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung
Anak Serks, Kabupaten Indragini Hilir, saksi mengaku sebagal abang
kandung Penggugat, di bawah sumpahnya membenkan keterangan sebagsl
berikut .
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagal
abang kandung Penggugat.
Bahwa saksi hadic ketika Penggugat dengan Tergugat menikah,
Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2015 di
KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kab, Imdragin Hilir,
Bahwa selama dalam pernkahannya Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal i Belantaraya di rumah orang tua Panggugat lalu
pindah ke tumah nenek Tergugat dan terakhir pindah ke rumah orang
tua Penggugat sampal berpisahy,

. Bahwa dar pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunial 1
orang anak;
Bahwa saksi ketahul sejak awal pemikahan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugst tidek rukun dan tidak harmonis lagl karena sering
terjadi parselisihan dan petengkaran,
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga
kebutuhan rumah tangga tidak mencukup!,
Bahwa sampal sekarang ini antara Penggugat dengan Targugat sudah
borpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun yang lalu sewakiu
Penggugat hamil 3 bulan Tergugat perg! meninggalkan Panggugat.
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk
rukun kembali, akan tetapi tidak barhasi,
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Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapal mengajukan bukt waksl
lagl karena tdak ade saksi lain yang mengetahui adanya perselisihan dan
partengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan berhubung yang
mengetahul adanya perselsihan dan pertongkaran antara Penggugat dan
Tergugat hanys satu orang saksi, maka saksi tersabut baru merupakan bukti
awsl dan belum memenubi syarat bukti yang cukup sehingga masih
diperiukan alat buktl lain, dan untuk melengkapi alat buktl tersebut, Majehs
berdasarkan Putusan Sela Nomor 0607/Pdt G/2016/PATbh tanggal 20
September 2017 memenintabkan kepada Penggugal untuk mengucapkan
sumpah suppletoirpelengkag.

Menimbang, bahwa Penggugal selanjutnya menyatakan tidak akan
mengajukan sesusty apapun dalem perkara ini dan telal menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannys
serta memohon perkara Inl segera diputuskan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uralan putusan ini, Majels
oukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sesual pasal 145 R Bg. jo pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1675, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan
mana Penggugat secara in parson telah hadic dipersidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
Kuhsanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak
melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadic dan
gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesual ketentuan Pasal
149 ayat (1) R Bg:

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah
tentang bubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta
Nikah), temyata adalah akts autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah susmi-istrt yang sah. menikah pada tanggal 19 Mei 2015,
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dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut
manjadi pinak-pihak dalam perkara in,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam
persidangan, maka Majolis Hokim tidak dapat melakukan upaya perdamaian
sebagaimana dikehendaki oleh pasal B2 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telsh diubah untuk kedus kalinys dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2008, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi
Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.1. Nomor 1 Tahun 2016,
namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secarn maksimal menasihati
Penggugat agar bersabar dan  rukun kembali untuk membing  rumah
tangganya dengan Tergugat tetapi tidak bechasi, maka pamerksaan parkars
dilanjutkan dengan pembacaan sural gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipentahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan inl
adalah karena antara Penggugat dengan Tergugal sejak awal pernikahan
telah sening teradi perselisihan dan pedengkaran yang disebabkan Tergugat
tidak mempunyal pekeraan tetap sehinggs sulit untuk member nafkah
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dall gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukt surat ( P ) dan 1 (satu) orang saksi, terhadap bukti-
bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan beokut ini,

Menimbang, bahwa buktt P (Buky Kutipan Akta Nikah), adalah
sebagal condition sine quanon, telah dipedtimbangkan lebih dahulu dalam
porkara inl, sehingga tidak periu diulang lagl,

Menimbang, bahwa terhadap bukti 1 (satu) orang saksl yang diajukan
oleh Panggugat yaitu Aan bin Rafil (abang kandung Penggugat), Majels
manilal saksi tersebut telah memenubl persyaratan formil sesunl ketentuan
yang diatur dalam Pasal 175 R Bg karena masing-masing telah hadir, dalam
hal ini secara pribadi (In person), di depan persidangan dan telah
membenkan keterangan di bawah sumpahnya serts tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannys dan saksi juga ternyats adalah berasal
dari pihak keluarga Pengguget atay orang-orang yang dekat dengan
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Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemenntah Nomor § Tahun 1875 dan pasal 134 Kompilasi Mukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi Aan bin Rafi't menerangkan bahwa saksi
pernmah mengetahul Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan
masalah ekonomi, Tergugst malas bekena sehingga kebutuhan rumah
tangga tidak mencukupi dan sakst juga mengetahul antara Penggugat dan
Tergugatl telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun,
Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang
hamil 3 bulan dan saksl juga pemah menasihatl Penggugat agar tidak
berceral dengan Tergugat tetapt tidak berhast, oleh karenanya secara
materil  keterangan saksi Pengguget tersebut memiliki nilai  kekuatan
pembukiian dan telah sesual dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg.,
sehingga dapat dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan hanya mampu
menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang mengetahul adanya perselsihan
dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak mampu lagi
mengajukan bukt lain untuk menguatken dall gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu
orang saksi yang belurm mencapai batas minimal pembuktian dan Penggugat
juga telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadickan saksl, maka
berdasarkan Pasal 3068 R Bg jo. Pasal 1805 Kitab Undang-Undang Hukum
Pardata, kesaksian satu orang saks! tidak boleh dipercaya keterangannya
(unus testis nulus testis), sehingga saksi yang diajukan oleh Penggugat baru
mamilikl kekuatan pambuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti permulaan akan menadi suatu buktl yang
cukup apabils gidukung oleh satu alat buktl lain, maka berdasarkan Pasal
182 RBg. Majelis Hakim telah memberkan Putusan Sela Nomor
0607/Pdt G/Z016/PA Toh tanggal 20 September 2017 yang memenntahkan
kepada Pengguget untuk mengucapkan sumpah  suppleloir/palengkap,
kemudian berdasarkan benta acam sideng tanggal 20 September 2017
Penggugat telah mengucapken sumpah suopletor maka sumpah suppletor
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Penggugat tersebut patut dinyatakan mendukung keterangan satu orang
saksi Panggugat sehingga bukti permulaan dar keterangan satu orang saksi
ditambah dengen sumpah suppletoir Penggugat telah menjadi  bukti
sempuma yang cukup kuat bagi Majalis Hakim, oleh karenanya dalil gugatan
Penggugat patut dinyatakan terbukt,
Menimbang, bahwa dan gugatan Penggugat yang didukung bukti P
dan 1 (satu) orang saksi Penggugat serta Sumpah Suppletoir Penggugat
dalam perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis MHakim
telah dapat menemukan fakta sebagai benkut:
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah,
menikah pada tanggat 10 Met 2015 dan telah dikarunial satu orang anak,
Bahwa antara Panggugat dengan Tergugat telah terjadi persefisihan dan
pertengkaran secars terus menarus yang disebabkan masalah ekonomi,
Tergugat malas bekeda sehingga kebutuhan rumah tangga tdak
mencukupi;

< Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakasn agar
rukun kemball sebagal suami-istr, akan tetapi tidak barhasi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa dalildalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah dipandang sampal pada kondisi pecah (broken mardage) serta sudah
sangat sulit untuk disstukan seca tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam membina rumah tangga sebagamana disebutkan dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugal dengan
Tergugat dapat dilihat dan fakta di mana telah teradi penengkaran dan
parselisihan antars Penggugat dan Tergugat yang berakhi dengan pisah
tempat tingoal (Schexling ven lafel end bed) selama 2 tahun serta upays
damai yang diakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan porkara
i, tdak berhasil. Hal Ini adalah merupakan indikasi bahwa antara
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Sengan Tergugat sangat sullt untuk disatukan serta tidak ada lagi
hdup rukun dalam membina rumah tangga.

m bahwa oleh karena rumah langgs Pengguget dengan
st wlah sampal pada kondisl pecah, maka dengan tidak
w lagl dart pihak mana datangnya penyebab perselisihan
S0 perengkaran & quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sult untuk
Sepat mewuudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau
rumah anges yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau  keluarga
yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam).

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang
dibenci Allah SWT , akan tetapi mempanahankan perkawinan dengan
kondisl tersebut diatas patut diduga akan lebih mendalangkan mafsadaet
(keburukan) darl pada maslahat (kebalkan), diantaranya pendentaan batin
yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menoclak keburukan
harus didabulukan darpada mengharap kebakan, sebagaimana kaedah
ushul figh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir. hal. 62 yang
berbuny

plladl s il p dha duddalle ya
Artinys .~ Menolak kemudharatan (keburukan) lebih divtamaken danpads
marath kemasltahatan (kebakan) |

Menimbang, bahwa selanjutnya jugs Majels Hakim perlu untuk
mangetengahkan dalil syart yang termaktub dalam kitab Ghoyatul Marom
yang Majelis Hakim ambil sebagal pendapat Majelis dalam memutus perkara
i yakn

Aille ealdll afe Bl Lpa g ) day e e ) )
Artinga < DI wakiu isten setelah memuncak Kebenciannya terhadap suami,
& saut tulah Hakem diperkenankan menjatuhkan talaknya Suami

dengan talek saty”,
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Disclaimer

Menimbang.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
torsebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk
berceral dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun
1075 jo. Pasal 116 hueuf (f) Kompitasi Hukum Islam, oleh karena itu sesusi
ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tanun 1988 yang
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2008, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk
dikabulkan dan sesual ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Inlam talak yang dijatubkan adalah Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat
torthadap Penggugat;

Menimbang. bahwa berdasarkan ketentuan pasal B4 ayat 1 dan 2
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1680 tentang Pengadilan Agama, yang
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Makim memerintabkan kepada Panttera Pengadilan Agama
Tembilahan untuk menginmkan salinan putusan inl kepada Pegawal
Peoncatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi lempat
tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawal Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pengguget dan  Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarmya,

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dali-dall syar'| yang berkaitan dengan perkara
ini,

MENGADILI
1. Menyatakan Toergugat yang telah dipangghl dengan resmi dan patut untuk
manghadap i persidangan tidak hadw.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
terhadap Pengguomt
. 4 Memerntabkan Panitera  Pengadian  Agama  Tembilahan  untuk
mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung dan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragir Hilir Propinsi Rimu
untuk dicatat dalam daftar yang disediskan untuk itu.
5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumiah Rp.791 000, (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatunkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agams Tembilahan pada hari Rabu tanggal 20
September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1438
Hijriyah, oleh kami RIDWAN HARAHAP, 5.H. sebagal Hakim Ketua Majels
sorta RIKI DERMAWAN, S M1 dan FATHUR RIZQI, S H.1 masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada har itu juga diucapkan oleh
Kotun Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingl oleh
Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, §Ag., MH. sebagal
Panitera Penggant serta dihadirt oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat,

Ketua Majels,

RAMAP, § M,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

;\[.fl.d';mu-—w" s
RIKI DERMAWAN, S.H.1, FATHUR RIZQI, S.H.L.

Panitera Pengganti,

o

un/:ﬁudbm. SAg. MH. ™

Rincian Blaya Perkara ;
1. Biaya Pendaftaran, » Rp. 30,000
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2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,-
; 3. Biaya Panggilan; = Rp. 700.000,-
4. Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,-
. 5. Biaya Meterai, = Rp. 6.000,-

Jumliah = Rp 791.000,-
{tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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